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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan
penganggaran serta penelaahan rencana kerja dan
anggaran Program Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan  Keluarga Berencana  perlu
melakukan  sinkronisasi dan  konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta
monitoring dan evaluasi Program Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;

b. bahwa perencanaan dan penganggaran serta penelaahan
rencana kerja dan anggaran Program Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor

2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan
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Mengingat

Penganggaran  Program  Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga di Lingkungan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan  Kependudukan dan  Keluarga
Berencana Nasional tentang Sistem Perencanaan dan
Penganggaran Program Pembangunan Keluarga,

Kependudukan, dan Keluarga Berencana;

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/54/2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional;
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4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TENTANG SISTEM PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA
BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

2. Penganggaran adalah kegiatan mengalokasikan
sumberdaya untuk mencapai sasaran dalam jangka
waktu tertentu.

3. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan
Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program
Bangga Kencana adalah program teknis sesuai dengan
tugas, fungsi dan Ilingkup kewenangan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat.

4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,
yang selanjutnya disingkat dengan BKKBN adalah
Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dipimpin
oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung

jawab di bidang kesehatan.
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Perwakilan BKKBN Provinsi adalah lembaga yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
Sistem Perencanaan dan Penganggaran Program Bangga
Kencana adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
dan penganggaran Program Bangga Kencana untuk
menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah
dan tahunan yang dilaksanakan oleh BKKBN, Perwakilan
BKKBN Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang
selanjutnya  disingkat RPJMN adalah  dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra
adalah dokumen perencanaan BKKBN untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP
adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja atau Renja adalah dokumen
perencanaan BKKBN untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut
RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan
BKKBN yang disusun menurut bagian anggaran BKKBN.
Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang
diberikan kepada BKKBN sebagai pedoman dalam
penyusunan Renja.

Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran yang
dialokasikan kepada BKKBN dalam rangka penyusunan
RKA.

Alokasi Anggaran adalah batas tertinggi anggaran
pengeluaran yang dialokasikan berdasarkan hasil
pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan
belanja negara yang dituangkan dalam berita acara hasil
kesepakatan pembahasan.

Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh

suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
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pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran
yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran
dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai
pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara yang
disusun oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah Kepala BKKBN sebagai pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran di BKKBN.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari
PAuntuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab PA.

Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin
yang dipimpin oleh Sekretaris Utama, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN yang
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan BKKBN.

Inspektorat Utama adalah wunsur pengawas yang
dipimpin oleh Inspektur Utama, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN yang
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di
lingkungan BKKBN.

Biro Perencanaan adalah salah satu biro di lingkup
Sekretariat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi dan penyusunan rencana program dan
anggaran, pengembangan manajemen Kkinerja, serta
analisis dan evaluasi perencanaan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah Inspektorat Utama atau nama lain
yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern
yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala
BKKBN.



